
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.84, 2008 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Keringanan. 
Pembiayaan. Peralatan. IKM. Tekstil. Alas Kaki. 

 
PERATURAN 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 94/M-IND/PER/11/2008 

TENTANG 
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN 

INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) TEKSTIL PRODUK TEKSTIL 
(TPT) DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) ALAS KAKI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang     :   a. bahwa dalam rangka mengembangkan IKM TPT dan IKM 
Alas Kaki sebagai  salah satu industri prioritas nasional, 
diperlukan program restrukturisasi permesinan IKM TPT 
dan IKM Alas Kaki melalui pemberian keringanan dalam 
pembelian mesin/peralatan;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,  perlu dikeluarkan Peraturan Menteri; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3330); 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ 
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007; 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
77/P Tahun 2007; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2008, No.84 3

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional; 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 
Tahun 2006; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 
2009 dan Perubahannya; 

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Perindustrian; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat; 

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/ 
2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi 
Dalam Negeri; 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN 
IKM TPT DAN IKM ALAS KAKI. 

Pasal  1 

  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. IKM TPT adalah perusahaan industri kecil dan menengah 
yang menghasilkan produk-produk tekstil dan produk 
tekstil  
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